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PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUBARAN

LOKA PENGEMBANGAN SINYAL DAN NAVIGASI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan

restrukturisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan

adanya perubahan kebijakan Kepala Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia di bidang sinyal dan navigasi serta

berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/879/M.PAN-RB/02/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

tentang Pembubaran Loka Pengembangan Sinyal dan Navigasi

Bandung;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
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Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 323);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 11);

3. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam

Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

4. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 650);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN LOKA PENGEMBANGAN

SINYAL DAN NAVIGASI BANDUNG.
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Pasal 1

Membubarkan Loka Pengembangan Sinyal dan Navigasi

Bandung.

Pasal 2

Penyelesaian urusan antara lain kepegawaian, keuangan,

aset, dan dokumentasi Loka Pengembangan Sinyal dan

Navigasi Bandung akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, peraturan

pelaksanaan dari Keputusan Kepala Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia Nomor 1024/M/2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengembangan Sinyal dan

Navigasi Bandung dinyatakan masih berlaku sepanjang belum

diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor

1024/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka

Pengembangan Sinyal dan Navigasi Bandung, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2016

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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